Membaca

Menimbang

Mengingat

WALIKOTA PADANG PANJANG

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG

NOMOR 9 TAHUN 2009

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 640/751/SJ Tanggal 12 Maret
2009 tentang Penyusunan RKPD dan Musrenbang Tahun 2010:

a.
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bahwa untuk melaksanakan Pasal 20 avat (2) Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan
Nasional terhadap Proses Penyelenggaraan Perencanaan di Daerah.
Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai Rencana Tahunan Daerah:

bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagaimana
dimaksud dalam huruf a. merupakan suatu dokumen perencanaan
yang akan dipedomani  oleh setiap stakeholder dalam
penyelenggaraan Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang Tahun

2010:

bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana dimaksud dalam
huruf a dan b. perlu menetapkan Peraturan Walikota Padang
Panjang tentang Rencana Kerja Pemerintah Dacrah (RKPD) Kota
Padang Panjang Tahun 2010.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera
Tengah (I.embaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor
19. Tambahan F.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 962):

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4355):

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53. Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389):

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan.
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400):

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik indonesia
Tahun 2004 Nomor 104. Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421):

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59. Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844).

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 74. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

1158 Tahun 2005).

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140. Tambahan l.embaran Negara Republik Nomor

4578).

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165.
Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4593):
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Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan:

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah. Pemerintahan Daerah
Propnisi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82. Tambahan
Lembaran Negara Republik Nomor 4737):

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 83. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4738):

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan. Tata
Cara Penyusunan. Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;

Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah:

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang
Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang
Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang
Lembaran Daerah dan Berita Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang
Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;

Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2007
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi
Sumatera Barat Tahun 2006-2010:

Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 3 Tahun 2008
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja l.embaga Teknis
Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang (Lembaran
Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2008 Nomor 3 Seri D.3):
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Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2008
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Padang
Panjang Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang
Tahun 2008 Nomor 8 Seri E.2):

Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 11 Tahun 2009
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota
Padang Panjang Tahun 2009 Nomor 11 Seri E.6):

Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 12 Tahun 2009
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kota Padang Panjang Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Kota
Padang Panjang Tahun 2009 Nomor 12 Seri E.7):

Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2009 tentang
Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kota Padang Panjang (Berita Daerah Kota Padang
Panjang Tahun 2009 Nomor 8 Seri E.5).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA PADANG PANJANG
TAHUN 2010

(1)

Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Padang Panjang dalam merencanakan
program dan kegiatan Tahun 2010. mengacu kepada Dokumen RKPD Kota

Pasal 1

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2010
yang selanjutnya disebut RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2010.
adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 tahun yaitu tahun
2010 vang dimulai tanggal 1 Januari Tahun 2010 dan berakhir pada

tanggal 31 Desember 2010: dan

RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2010 sebagaimana dimaksud pada

ayat (1). merupakan acuan :

a. bagi seluruh stakeholder pembanguan dalam penyelenggaraan
pembangunan daerah. termasuk Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD) Kota Padang Panjang: dan

b. dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (RAPBD) Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2010.

Pasal 2

Padang Panjang Tahun 2010 yang dituangkan dalam Rencana Kerja SKPD.



Pasal 3

RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2010 sebagaimana dimaksud dalam pasal
1 ayat (1). terdiri dar :

a. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD): dan

b. Lampiran Matrik Program Pembangunan Tahun 2010

yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari

Peraturan ini.
Pasal 4
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang.
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